
BUPATI BADUNG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
NOMOR 16 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG 
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang :  bahwa  dalam   rangka penyempurnaan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 

Mengingat  :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5333); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5358); 

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung 

Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung 

Nomor 1, Seri D Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 

2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan  

BUPATI  BADUNG 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA 
KERJA ASING.  
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan 

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah 
Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 19) diubah sebagai berikut : 

 
 
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 
 

(1) Objek  Retribusi  Perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian 
Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja 

Asing. 
 
(2)  Pemberi   Kerja   Tenaga  Kerja  Asing  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi 
pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan 
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan 

jabatan tertentu dilembaga pendidikan. 
 

 
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 

berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 9 

 

(1) Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA dapat ditinjau 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan 

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
yang berlaku pada Kementerian di Bidang 

Ketenagakerjaan. 
 

(3) Peninjauan tarif  Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 
 
 

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga 
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 12 

 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Paraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung. 
 

 

Ditetapkan di Mangupura 
pada tanggal 7 Nopember 2016    

             
BUPATI  BADUNG, 
 

          TTD 
 

I NYOMAN GIRI PRASTA 
 

 

 
 
Diundangkan di Mangupura 

pada tanggal 7 Nopember 2016           
                 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 

 
                          TTD 

 
 
             KOMPYANG  R. SWANDIKA  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 16  

 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : 

(16,88/2016). 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

    KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

             TTD 

    Komang Budhi  Argawa,SH.,M.Si. 

         NIP. 19710901 199803 1 009 
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PENJELASAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
 

NOMOR 16 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG 
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

 
 

 
I. UMUM 

 

Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang 
retribusi daerah harus mendapat evaluasi Gubernur. 

 
Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas 

pemberian perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari 
Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat 
yang ditunjuk. 

 
Dalam rangka tertib dalam pembentukan Peraturan Daerah dan 

menjamin kepastian hukum maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing perlu untuk disesuaikan.  

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Cukup Jelas 
 
Pasal II 

Cukup Jelas 
 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 16 

 
 


